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Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 35 TAHUR 2814
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUwWu

NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

AN DAN

TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

BUPATI LUWU,

Kabupaten

Luwu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tuntutan ?&g*%ﬁgéé%gﬁgg
dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2) tanggal 25 Juni 2014, 333%{3
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang ?%3%3%3&332&
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan

Barang Daerah;

Indonesia Tahun 1945;

N

Daerah Tingkat 1I di Sulawesi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286};

Republik

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 7 4, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 3890};
4. Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999

Indonesia Nomor 3851});

W"E

Indonesia Nomor 387 45;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran  Negara Indonesia

Nomor 4286);

Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih 5&%‘% Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Kepegawaian ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Republik

Indonesia Nomor 3890}, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik

tentang




7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Jndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Vomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
_embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};
Jndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
{euangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3176);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap
Bendahara;




20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
22 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 20 9
tentang Pembentukan Organisasi Tata Cara Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Luwu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
AERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

Pasal 1
Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2014
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerah.

Pasal 2
Menunjuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dan Satuar
Kerja Perangkat Daerah yang terkait sesuai tugas pokok dan Ffungsi untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diun
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura:
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 25 Juli 2814

PATI LUWU,

Diundangkan di Belopa
pada tanggal = 25 Juli 2814
EEHRE ] . KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2014 NOMOR

furd
ks




